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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TATACARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN
KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN
BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 33,
dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas
Pergaramansebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong

Industri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya lkan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN
KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN
BAHAN PENOLONGINDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah Bahan Baku dan/ atau memanfaatkan
sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tinggi, termasuk jasa Industri.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

3. Garam adalah senyawa kimia yang komponen
utamanya berupa natrium klorida dan dapat
mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium,
besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa
bahan tambahan iodium.

4. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha
perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan,
dan/ atau dipertukarkan.

5. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha
pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan,

dan/ atau dipertukarkan.
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Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah
jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi yang
mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang
diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk
melakukan Impor ke dalam wilayah negara Republik
Indonesia.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Pasal 2

Pemerintah Pusat mengendalikan Impor Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Pengendalian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan
dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya Ikan, dan
petambak Garam, sekaligus menjamin ketersediaan
dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri
dalam negeri.

Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat
pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan,
serta pemenuhan persyaratan administratif dan

standar mutu.
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